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PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

Pertanyaan Untuk Operator SPBE di Provinsi Jawa Tengah

A. Efektivitas

1) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penyelenggaraan SPBE berjalan
dengan tepat sasaran di Instansi Anda? Mengapa demikian?

B. Keterpaduan

3) Menurut Bapak/Ibu, apakah operator yang disiapkan sekarang sudah
memadai untuk penyelenggaraan SPBE di Provinsi Jawa Tengah
khususnya di Instansi Anda?

4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dukungan sumber daya finansial dalam
penyelenggaraan SPBE di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Instansi
Anda?

5) Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana atau fasilitas baik perangkat lunak serta
perangkat keras sudah mencukupi dalam penyelenggaraan SPBE
khususnya di Instansi Anda?

6) Menurut Bapak/ibu, apa saja yang faktor pendukung dan penghambat
lainnya dalam penyelenggaraan SPBE di Provinsi Jawa Tengah khususnya
di Instansi Anda?
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Kesinambungan

6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana rencana pengembangan pimpinan Anda
terhadap penyelenggaraan SPBE di Instansi Anda?

Efisiensi

7) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pimpinan Anda menyelenggarakan SPBE
dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada agar menghasilkan
hasil yang maksimal di Instansi Anda?

AkKkuntabilitas

8) Bagaimana Bapak/Ibu mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan
SPBE di Instansi Anda? apakah model pertanggungjawaban tersebut
mudah untuk dipahami?

9) Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi kendala dalam
pertanggungjawaban tersebut?

Interoperabilitas

10) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan
SPBE di Instansi Anda? apakah hal tersebut sudah berjalan dengan baik?
jika tidak, mengapa demikian?

11) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan kolaborasi dalam penyelenggaraan
SPBE di Instansi Anda? apakah hal tersebut sudah berjalan dengan baik?
jika tidak, mengapa demikian?

. Keamanan

12) Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan SPBE di Instansi Anda dengan tetap
menjaga kerahasiaan datanya?

13) Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan SPBE di Instansi Anda dengan tetap
menjaga keaslian atas datanya tersebut?
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